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Abstract 
Private Military Companies is private company that moves in the fields of military 
service, started of consultation to the provision of military weapon spare parts. 
The task of this company varies depending on orders from the tenant service are, 
in general service often asked to among others as mercenaries, military logistic 
providers, military adviser, escort duty as well as guard important resources in the 
conflict, to the military training. Tenants also varies from government of a country 
until the company other business. With the formulation of The Montreaux 
Document in 2008, will be able to regulate the use personnel of private military 
company  hired by several parties especiacially the state, and serves to reduce the 
violation of international humanitarian law and human rights. But , in reality in 
conflicts that occurred in Egypt,found offense against international humanitarian 
law and human rights conducted by the PMC personnel. This study tries to 
analyze whether the act of the personnel of PMC can be described as a violation 
of international law especially international humanitarian law, and how the act of 
the responsibility of the state of a tenant in this case was Egypt for the violation 
that made by PMC personnel 
Keyword : Responsibility of state, PMC personnel, Armed Conflict, Egypt, 
International Humanitarian Law. 
 
Abstraksi 
Perusahaan militer swasta atau Private military company adalah sebuah 
perusahaan swasta yang bergerak dibidang pelayanan militer, berawal dari 
konsultasi militer hingga penyediaan suku cadang persenjataan. Tugas dari 
perusahaan ini bervariasi tergantung perintah dari pihak penyewa jasa tersebut, 
secara umum jasa yang sering diminta antara lain sebagai tentara bayaran, 
penyedia logistic militer, penasehat militer, tugas pengawalan serta penjagaan 
sumber daya penting di lokasi konflik, hingga pelatihan militer. Para penyewa pun 
bervariasi dari pemerintahan suatu Negara hingga perusahaan bisnis lainnya. 
Dengan dibuatnya The Montreaux Document pada tahun 2008, akan dapat 
mengatur penggunaan personil private military company yang disewa oleh 
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beberapa pihak khususnya Negara, dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya 
pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi 
Manusia. Namun dalam kenyataannya, pada konflik yang terjadi di Mesir 
ditemukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Hukum 
Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh para personil PMC. Penelitian ini 
mencoba untuk menganalisis apakah tindakan para personil PMC dapat 
dikategorikan sebuah pelanggaran dalam hukum internasional khususnya hukum 
humaniter internasional, dan bagaimana tindakan tanggung jawab Negara 
penyewa yaitu Mesir atas pelanggaran yang ditimbulkan oleh personil PMC 
tersebut. 
Kata kunci :  Tanggung Jawab Negara, Personil PMC, Konflik Bersenjata, 
Mesir, Hukum Humaniter Internasional. 
 
A. PENDAHULUAN 
Dalam pemahaman yang sederhana, istilah perang dengan konflik bersenjata 
sering kali dianggap sama. Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan bahwa 
perang merupakan permusuhan dengan menggunakan angkatan bersenjata yang 
terjadi antara bangsa-bangsa, Negara-negara atau penguasa-penguasa, atau warga-
warga dalam suatu bangsa atau Negara
1
. 
Jatuhnya korban dari pihak militer merupakan suatu konsekuensi yang harus 
ditanggung  dari pihak yang terlibat konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata 
internasional maupun non-internasional, dan apabila terjadi jatuhnya korban sipil 
merupakan hal yang selayaknya dihindari. Masalah yang cukup memprihatinkan 
apabila dalam konflik bersenjata, kehadiran masyarakat sipil dimanfaatkan untuk 
tujuan-tujuan strategis dan politis tanpa memperdulikan hal dan keselamatan 
masyarakat sipil tersebut. 
Perusahaan militer swasta atau Private military company adalah sebuah 
perusahaan swasta yang bergerak dibidang pelayanan militer, berawal dari 
konsultasi militer hingga penyediaan suku cadang persenjataan. Tugas dari 
perusahaan ini bervariasi tergantung perintah dari pihak penyewa jasa tersebut, 
secara umum jasa yang sering diminta antara lain sebagai tentara bayaran, 
penyedia logistic militer, penasehat militer, tugas pengawalan serta penjagaan 
                                                          
1
 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, sixth edition, west publishing Co, St 
Paul, hlm. 1093 
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sumber daya penting di lokasi konflik, hingga pelatihan militer. Para penyewa pun 
bervariasi dari pemerintahan suatu Negara hingga perusahaan bisnis lainnya. 
Ranah perang Irak merupakan awal kontroversi penggunaan jasa keamanan 
swasta, dimana selama perang Irak tersebut setidaknya terdapat dua kasus yang 
menyeret nama PMC yang disewa oleh Amerika Serikat ketika itu Blackwater, 
salah satunya aksi pembantaian 28 Irak yang dilakukan oleh personil Blackwater 
di lapangan Al-Nisour Square, Baghdah pada 16 September 2007, meskipun 
tindak sedikit pula korban juga dari pihak PMC tersbut yang tidak kurang dari 
1.400 telah tewas pada masa perang Irak. 
Penulis hendak mengkaji dan meninjau mengenai keberadaan serta 
penggunaan PMC pada konflik yang terjadi di Mesir sepanjang pertengahan tahun 
2013 lalu. Sebenarnya kehadiran para personil PMC di Mesir sudah ada sejak 
banyaknya terjadi demonstrasi di Mesir, sekitar tahun 2011 pemerintah Mesir 
sempat mengontrak personil PMC untuk mengamankan demonstrasi. Lalu disusul 
pada tahun 2013 pihak pemerintah Mesir kembali mengontrak para personil untuk 
mengamankan dan membantu tugas dari kepolisian lokal Mesir dalam 
menghadapi demonstrasi kembali
2
. Keputusan ini dibuat dikarenakan pihak 
kepolisian Mesir kekurangan bantuan personil dalam mengamankan terjadinya 
bentrokan yang kemungkinan terjadi akibat demonstrasi. 
Sebelumnya sempat juga pemerintah Mesir memberikan wewenang kepada 
para personil PMC untuk melakukan penangkapan terhadap para masyarakat yang 
melakukan demonstrasi. Pemberian wewenang tersebut sempat menimbulkan 
berbagai kecaman dan protes, Tarek khedr seorang kepala departemen hukum 
konstitusional mengatakan dengan tegas penolakan terhadap pemberian 
wewenang kepada personil PMC untuk melakukan penangkapan, dikatakannya 
lebih lanjut bahwa wewenang tersebut dianggap hanya dimiliki oleh pihak 
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 Egypt Independent (2013, 1 Juli) “Armed forces gives 48-Hour ultimatum until take 
over” http://www.egyptindependent.com//news/armed-forces-gives-48-hour-ultimatum-until-
take-over diakses padal 7 Mei 2014 
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kepolisian dan Tarek Khedr juga mengatakan personil PMC diharuskan memiliki 
“legislative limits”3. 
Serangan terhadap masyarakat sipil pada dasarnya tidak dibenarkan karena 
pada saat itu seperti yang sudah dijelaskan, para demonstran tidak membawa 
senjata dan berjalan secara damai, bahkan seharusnya para personil tentara 
nasional Mesir ataupun pihak militer apapun yang terlibat menjaga seminimal 
mungkin jangan sampai ada korban dari pihak sipil, bahkan untuk negara 
penyewa dari PMC dan PMC tersebut sudah dijelaskan dalam bagian pertama dari 
Montreaux Document bahwa negara penyewa dan para personil PMC mengenai 




B. RUMUSAN MASALAH 
1. Apakah tindakan yang dilakukan para personil PMC di Mesir tersebut 
sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional ? 
2. Bagaimana tanggung jawab Mesir sebagai negara penyewa terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh para personil PMC tersebut menurut 
Hukum Humaniter Internasional ? 
C. PEMBAHASAN 
Penelitian ini adalah sebuah penelitian normative, yakni penelitian hukum 
yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka atau data-data sekunder 
belaka. Penelitian hukum normative atau kepustakaan tersebut mencakup 
penelitian terhadap konvensi internasional
5
, dengan metode pendekatan Statute 
Aproach dan Case Aproach. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
yang diperoleh penulis dengan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-
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 Dalia Rabie (2013, Maret 2013), “FJP Mulls Draft Law Granting Private Firms Arrest 
Powers” http://www.egyptindependent.com//news/fjp-mull-draft-law-granting-private-security-
firms-arrest-powers-0 diakses pada 7 Juli 2014 
4
 Montreaux Document: On pertinent international legal obligations and good practices 
for states related to operations of private military and security companies during armend conflict  
pasal 1 
5
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 14 
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kualitatif dengan mengaitkan pada asas-asas hukum yang terkait dengan 
permasalahan yang ingin penulis bahas, dan menganilisi isi dari konvensi-
konvensi dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi. 
 
1. Tindakan Para Personil PMC di Mesir Berdasarkan Hukum 
Internasional 
Sebelum memberikan penilaian apakah tindakan yang dilakukan oleh para 
personil PMC yang sedang menjalankan tugasnya di Mesir sudah sesuai dengan 
hukum internasional, perlu  mengkategorikan terlebih dahulu bagaimana sifat atau 
status hukum dari personil PMC tersebut. Mengenai status hukumnya, akan 
dijelaskan secara singkat sebagai berikut : 
 
1. Personil PMC sebagai Civilian 
Yang dimaksud dengan personil PMC sebagai civilian adalah para personil 
PMC tersebut merupakan masyarakat sipil apabila ditugaskan sebagai 
paramedis, pengirim bantuan logistic, petugas keamanan, dan sebagai 
petugas perbaikan dimana sifat mereka ketika itu tidak terlibat atau terjun 
langsung dalam konflik bersenjata atau dengan kata lain tugas yang 
diberikan kepadanya adalah melindungi masyarakat sipil. Sifat atau status 
personil PMC tersebut sudah diatur  pada pasal 25 Montreaux Document 
yaitu : 
 “If they are civilian under international humanitarian law, the personnel 
of PMCs nmay not be the object of attack, unless and for such time as 
they directly participate in hostiles”6 
 
2. Personil PMC sebagai Penyerta Angkatan Bersenjata (accompanying 
the armed forces) 
Status personil PMC sebagai penyerta angkatan bersenjata adalah para 
personil PMC tersebut memiliki tugas yang memaksa mereka ditempatkan 
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Jika mereka merupakan warga sipil dibawah aturan hukum humaniter 
internasional,personil perusahaan militer swasta tidak boleh dijadikan sebagai objek 
serangan,kecuali pada suatu saat mereka ikut serta secara langsung dalam pertempuran 
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untuk menyertai angkatan bersenjata, yaitu sebagai perbaikan peralatan 
militer, supplier logistic yang dibutuhkan angkatan bersenjata, dan petugas 
medis militer. Status mereka ketika menyertai angkatan bersenjata pun 
juga bukan termasuk kedalam kombatan tetapi termasuk ke dalam non-
kombatan, yang apabila mereka ditangkap oleh pihak musuh mereka 
memperoleh status sebagai prisoner of war (PoW). Sifat personil PMC ini 
diatur dalam pasal 13 (4) Konvensi Jenewa I 1949, yaitu : 
“Persons who accompany the armed forces without actually being 
members thereof, such as civil members of military aircraft crews, 
wars correspondents, supply contractor, members of labour units or 
of services responsible for the walfare of the armed forces, provided 
that they have received authorization from the armed forces which 
they accompany.”7 
 
3. Personil Dalam Area Abu-abu (Grey Area) 
Hingga kini masih diperdebatkan mengenai legal status dari para personil 
PMC, beberapa ahli berpendapat bahwa personil PMC tersebut 
dikategorikan sebagai kombatan karena tindakan agresif saat menjalankan 
tugasnya, akan tetapi hal tersebut perlu dinilai terlebih dahulu akan tugas 
dan unsur-unsur yang memenuhi PMC tersebut apakah sudah memenuhi 
sebagai kombatan. Hal ini yang membuat perdebatan bagaimana posisi 
personil PMC berada dalam kondisi abu-abu (grey area), yang 
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 Seseorang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa menjadi angfota sebenarnya dari 
angakatan bersenjata tersebut, sama seperti penduduk sipil dari awak kapal, wartawan perang, 
kontraktor suplai, anggota dari unit-unit pekerja dari angkatan bersenjata, dengan ketentuan 
bahwa mereka sudah menerima otoritas dari angkatan bersenjata yang mereka sertai 
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 Heni Cahya Kharisma, Pertanggungjawaban Private Military Company Atas 
Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Sengketa Bersenjata, skripsi diterbitkan, 
Universitas Brawijaya, 2011 
7 
 
4. Personil PMC sebagai Unlawful Combatant 
Dikatakan personil PMC sebagai unlawful combatant adalah ketika 
personil PMC tersebut turut serta secara langsung dalam pertempuran baik 
dalam sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional. 
Apabila personil PMC sudah turut serta secara langsung dalam 
pertempuran, status mereka tidak jauh berbeda dengan tentara bayaran 
(mercenary). Apabila personil PMC tersebut tertangkap oleh pasukan 
musuh, mereka tidak mendapatkan status sebagai tahanan perang (prisoner 
of war). Status mereka sebagai unlawful combatant telah diatur dalam 
Montreaux document pasal 25, yaitu : 
“if they are civilians under international humanitarian law, the personel of 
PMSCs may not be the object of attack, unless and for such time as they 
directly participate in hostiles”9. 
 
seperti yang diberitakan harian media cetak oleh Egypt Independent, 
pemerintah Mesir pada saat itu sudah menyiapkan kontrak kerja kepada salah satu 
perusahaan penyedia jasa keamanan swasta, diberitakan pula pada media cetak 
tersebut mengenai tugas apa saja yang akan dilakukan oleh para personil PMC 
tersebut di Mesir. Tugas yang diberikan atau diamanatkan kepada para personil 
PMC tersebut antara lain mengamankan beberapa objek vital dan mengamankan 
masyarakat apabila terjadi demonstrasi. Pengontrakan personil PMC tersebut 
didasari karena dalam beberapa waktu sebelumnya banyak penyerangan terjadi 
terhadap beberapa kantor polisi dan menurut dewan keamanan dari pemerintah 
Mesir, para personil PMC dianggap dapat membantu para polisi dalam menangani 
masyarakat apabila terjadi kerusuhan dan demonstrasi
10
 
Kehadiran para personil PMC ditanggapi negative oleh kalangan masyarakat 
dan juga dari pihak kepolisian sendiri. Dari harian Egypt Independent dan Global 
post memberitakan beberapa kecaman yang datang atas keputusan pemerntah 
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Ketika mereka berstatus sebagi masyarakat sipil dibawah hukum humaniter 
internasional, para personil PMC bukan merupakan objek serangan, kecuali apabila mereka ikut 
serta secara langsung dalam pertempuran  
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 Mena (2013, 7 Maret), “Ministry preparing bill for Private Security Companies to help 
Police” http://www.egyptindependent.com//news/ministry-preparing-bill-private-security-
companies-help-police diakses pada 7 Juli 2014 
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Mesir menyewa personil PMC. Beberapa tokoh masyarakat berpendapat 
bahwasanya dengan kehadiran para personil PMC tersebut akan memperburuk 
keadaan di jalanan, mengingat para personil tersebut bukanlah warga atau 
penduduk asli Mesir dan akan sangat mengakhawatirkan keamanan  para warga 
sipil. 
Tidak hanya datang dari beberapa tokoh masyarakat, kecaman juga datang 
dari salah seorang tokoh Kepolisian Mesir, kecaman dari pihak kepolisian 
didasari dari pemberian wewenang dari pemerintah Mesir kepada personil PMC 
untuk dibebaskan melakukan menangkap para demonstran. Menurut salah 
seorang tokoh kepolisian, pemberian wewenang untuk melakukan penangkapan 
terhadap para demonstran atau warga sipil Mesir dianggap berlebihan, dan 
mengingat seharusnya wewenang tersebut sebaiknya hanya diberikan kepada 
anggota kepolisian resmi Mesir saja. Kecaman akan kehadiran personil PMC 
yang turut melakukan pengamanan terhadap kondisi di beberapa kota di Mesir 
berlanjut hingga jatuhnya korban, yaitu salah seorang mahasiswa dari Misr 
International University. Sebelumnya juga terjadi penyerangan terhadap beberapa 
orang yang sedang memperingati korban tewas, menurut saksi mata mengatakan 
penyerangan tersebut tidak dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun militer resmi 
dari Mesir, tetapi lebih dilakukan oleh sekumpulan penjahat yang mengenakan 
seragam militer
11
. Dari pernyataan yang diberikan oleh bebrapa saksi mata dan 
para korban menunjukan kekahwatiran dan keresahan atas keputusan pemerintah 
Mesir melakukan penyewaan PMC untuk turun mengamankan beberapa kota di 
Mesir selama terjadinya demonstrasi. 
Kondisi Negara Mesir ketika itu dapat dikategorikan sebuah konflik 
bersenjata non-internasional. Yang dimaksud dengan konflik bersenjata non-
internasional adalah sebuah sengketa yang terjadi dalam wilayah kekuasaan suatu 
Negara antara pasukan bersenjata Negara tersebut melawan pasukan bersenjata 
terorganisasi lainnya yang terorganosasi di bawah komando yang pasti dan 
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 BBC (2011, 29 Juni), “Mesir Perintahkan Penyelidikan Bentrokan di Lapangan Tahrir” 





bertanggung jawab untuk melaksanakan kendali sedimikian rupa atas sebagian 
dan wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi 
militer yang berkelanjutan dan berkesatuan melakukan serta menerapkan aturan-
aturan HHI yang termuat dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977. 
Dalam kasus tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi Mesir ketika itu terjadi 
perlawanan antara pendukung pemerintah melawan para pemberontak atau teroris 
yang dipimpin dan terorganisir oleh para ikhwalul muslimin, dan pada 
kenyataannya juga melibatkan masyarakat sipil yang menentang pemerintah 
Mesir. Meskipun demikian masyarakat sipil tidak dapat dikatakan sebuah 
kelompok bersenjata yang terorganisir, dikarenakan masyarakat sipil Mesir tidak 
menggunakan peralatan atau senjata yang memadai untuk dapat disebutkan atau 
dikategorikan sebagai pemberontak. 
Mengenai pengaturan tindakan untuk personil PMC telah diatur di dalam 
Montreaux document :On pertinent international legal obligations and good 
practices for states related operations of private military and security companies 
during armed conflict bagian pertama pasal 22-26 . Dalam perjanjian 
internasional tersebut diatur mengenai kewajiban personil PMC yang sedang 
menjalankan tugasnya di daerah konflik, pasal tersebut antara lain ; 
“22.PMSCs are obliged to comply with international 
humanitarian law or imposed upon them by applicable national 
law, as well as other applicable national law such as criminal 
law, tax law, immigration law, labour law, and specific 
regulations on private military or security service. 
 
23.The personnel of PMSCs are obliged to respect the relevant 
national law, in particular the national criminal law, of the state 
in which they operate, and, as far as applicable, the law of the 
states of their nationality 
. 
24.The status of personnel of PMSCs is determined by 
international humanitarian law, on a case by case basis, in 
particular according to the natire and circumstances of the 
functions in which they are involved. 
 
25.if they are civilians under international humanitarian law, the 
personnel of PMSCs may not be the object of attack, unless and 




26.The personnel of PMSCs : 
 
a.are obliged, regardless of their status, to comply with 
applicable international humanitarian law; 
 
b.are prtotection as civilians under internatonal 
humanitarian law,unless they are incorporated into regular 
armed forces of state or are membes of organized armed 
forces, groups or units under a command responsible to the 
state; or otherwise lose their protection as determined by 
international humanitarian law; 
 
c.are entitled to prisoner of war status in international 
armed conflict if they are persons accompanying the armed 
forces meeting the requirements of article 4A(4) of the third 
Geneva Convention; 
 
d.to the extent they exercise governmental authority, have 
to comply with state’s obligations under international 
human rights law; 
 
e.are subject to prosecution if they commit conduct 
recognized as crimes under applicable national or 
international law.”12 
 
Dalam aturan-aturan di Montreaux Document tersebut menjelaskan bahwa 
para personil PMC wajib mematuhi hukum kemanusiaan internasional, dan segala 
hukum nasional yang berlaku di Negara dimana personil PMC tersebut 
menjalankan tugas baik hukum pidana hingga peratutan khusus mengenai militer 
swasta dan jasa keamanan (pasal22&23). Menjelaskan status personil PMC yang 
ditentukan oleh hukum humaniter internasional berdasarkan sifat dan fungsinya 
(pasal 24).  Hak Status personil PMC sebagai warga sipil yang harus dilindungi 
dan tidak dijadikan objek serangan apabila tidak turut serta dalam konflik (pasal 
25).  Serta kewajiban untuk mematuhi segala hukum humaniter internasional 
(pasal 26.a), dilindungi sebagai warga sipil (26.b), berhak mendapatkan status 
sebagai prisoner of war apabila mereka sebagai penyerta angkatan bersenjata 
yang memenuhi syarat pasal 4A (4) bagian ketiga konvensi Jenewa (pasal 26.c), 
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 The Montreaux document, On pertinent international legal obligations and good 
practices for states related to operations of private military and security companies during armed 
conflict, 2008. Bagian pertama pasal 22-26 
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dan mematuhi serta melaksanakan kewenangan pemerintah, tunduk terhadap 
penuntutan apabila mereka melakukan kesalahan yang melanggar hukum nasional 
atau hukum internasional (pasal 26 d&e). 
 
Tidak hanya diatur di dalam Montreaux Document, tindakan para personil 
atau hak-kewajiban para PMC dan personilnya diatur juga didalam International 
Code Of Conduct For Private Security Service Providers, atau dapat diartikan 
sebuah kode etik untuk penyedia jasa layanan keamanan. Berbeda dengan 
Montreaux Document yang focus mengatur Hak dan kewajiban bagi Negara 
Penyewa, Negara asal PMC, Personil PMC, dan masyarakat atau Negara 
Internasional, International Code of Conduct For Private Security Service 
Providers lebih focus mengatur bagaimana kode etik bagi para perusahaan 
penyedia jasa keamanan saja. Dalam pasal 7 perjanjian tersebut dijelaskan 
mengenai tujuan dari dibuatnya kode etik tersebut, yaitu : 
“7. Those establishing this code recognize that this code acts as a 
founding instrument for a broader initiative to create better 
governance, compliciance, and accountability. Recognizing that 
further effort is necessary to implement effectively the principles of 
this code, signatory company accordingly commit to work with 
states, other signatory companies, clients and other 
releantstakeholders after initial endorsement of this code to, within 
18 months : 
 
a) Establish objective and measurable standard for providing 
security services based upon this code, with the objective of 
realizing common and internationally recognized operational 
and business practices standards, and: 
b) Establish external independent mechanism for effective 
governance and oversight, which will include certification of 
signatory companies compliance with the code’s principles and 
the standards derived from the code, beginning with adequate 
policies and procedures, auditing and monitoring of their work 
in the field, including reporting, and execution of mechanism to 
addres alleged violations of the code’s principles or the 
standards derived from the code. 
 
And thereafter to consider the development of additional 
principles and standards for related services, such as training of 
12 
 
external forces, the provision of maritime security services and the 
participation in operations related to detainees and other protected 
persons.”13 
Pada bagian kedua Montreaux document pasal 43 dijelaskan menganai 
pengaturan tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh personil PMC, 
disebutkan dalam pasal tersebut : 
“43. To have in place appropriate rules on the use of force and 
firearms by PMSCs and their personnel, such as : 
 
a). Using force and firearms only when necessary in self-defence 
or defence of third persons; 
 
b). immediately reporting to and cooperation with competent 
authorities in the case of use force and firearms.”14 
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penggunaan kekerasan dan penggunaan 
senjata api oleh personil PMC hanya sebagai alat perlindungan diri, dan dalam 
penggunaannya diwajibkan tindakan yang kooperatif dari personil PMC untuk 
segera melaporkan tindakan penggunaan senjata dan kekerasan kepada pihak 
yang berwenang.tidak hanya diatur dalam Montraux Document, penggunaan 
kekerasan oleh para personil PMC juga diatur didalam International Code Of 
Conduct for Private Security Providers dalam pasal 30-31, yaitu : 
30. Signatory Companies will require their personnel to take all 
reasonable steps to avoid the use of force. If force is used, its shall 
be in a manner consistent with applicable law. In no case shall the 
use of force exceed what is strictly necessary, and should be 
proportionate to the threat and appropriate to the situation. 
31. Signatory companies will require their personnel not use 
firearms against persons except in self-defence or defence others 
against the imminent threat of death or serius injury, or to prevent 
the perpetration of particulary serious crime involving grave to 
life. 
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 International Code of Conduct For Private Security Service Providers, 2010. Pasal 7 
 
14
 The Montreaux document, On pertinent international legal obligations and good 
practices for states related to operations of private military and security companies during armed 
conflict, 2008. Bagian kedua pasal 43 
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32.to the extent personnel are fomally authorized to assist the 
exercise of a state’s law enforcement authority, signatory 
companies will require that their use of force or weapons will 
complu with all national and international obligations applicable 
to regular law enforcement officials of state and, as a minimum, 
with the standards expressed in the United Nations Basic 
Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
Officials (1990).”15 
Sama halnya dengan pengaturannya pada Montreaux Document, dalam 
International Code of Conduct for private security service providers juga 
menjelaskan bagaimana memiminimalisir penggunaan kekerasan pada saat 
melakukan tugas (pasal 30), dan menggunakannya hanya untuk pertahanan diri 
bukan untuk menyerang kecuali dalam membela orang lain terhadap ancaman 
yang dapat mengakibatkan kematian atau luka serius (pasal 31), dan dalam 
penggunaan kekerasan para personil PMC diwajibkan tetap mematuhi serta 
tunduk pada aturan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku (pasal 
32). Jadi secara jelas menurut hukum internasional yang berlaku, penggunaan 
kekerasan atau kekuatan yang berlebihan oleh personil PMC dalam wilayah 
territorial Negara lain atau dalam menjalankan tugasnya sangat dibatasi, akan 
tetapi pada kasus di Mesir, sangat disayangkan teradapat korban sipil yang 
diakibatkan oleh penggunaan kekerasan yang dianggap berlebihan dan menyalahi 
aturan hukum internasional yang berlaku. 
Dalam aturan hukum internasional, khususnya pada aturan konflik non-
internasional mengenai perlindungan bagi rakyat sipil dijelaskan pada protocol 
tambahan II menyebutkan sebagai berikut : 
“Pasal 13 – Perlindungan bagi penduduk sipil 
1. Penduduk sipil dan orang-orang sipil (individual 
civilians) harus memperoleh perlindunan umum 
terhadap bahaya yang timbul dari operasi-operasi 
militer. Agar perlindungan itu berjalan baik, maka 
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ketentuan-ketentuan berikut harus ditaati dalam sehala 
keadaan. 
 
2. Penduduk sipil maupun orang-orang sipi tidak boleh 
menjadi sasaran serangan. Dilarang melakukan 
tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan 
yang tujuan utamanya adalah menyebarkan terror 
dikalangan penduduk sipil. 
 
 
3. Penduduk sipil harus memperoleh perlindungan sesuai 
ketentuan dalam bab ini, kecuali dan apabila mereka 
turut serta langsung dalam permusuhan.”16 
 
Tindakan yang diakibatkan oleh aktifitas personil PMC di Mesir tersebut 
dapat dikategorikan kedalam sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, penjelasan 
mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain termuat dalam pasal 7 
Statuta Roma 1998 adalah : 
“Pasal 7 – Kejahatan Terhadap kemanusiaan 
1. Untuk tujuan statute ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” bererti 
setiap tindakan-tindakah berikut ini apabila dilakukan sebagian-bagian 
dari upaya penyerangan yang sistematis dan menyebar luas yang 
diarahkan terhadap salah satu kelompok penduduk sipil, dengan 




d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk; 
e. Pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik 
yang kejam yang melanggar peraturan dasar hukum 
internasional; 
f. Penyiksaan; 
g. Perbudakan seksual,prostitusi paksa,kehamilan 
paksa,sterilisasi paksa , atau bentuk-bentuk 
pelanggaran seksual lainnya dengan tingkat keseriusan 
yang dapat diperbandingkan; 
h. Tuntutan terhadap kelompok tertentu yang dapa 
diidentifikasi atau dilakukan secara bersama-sama 
dalam bidang politik, ras, bangsa, etnik, budaya, 
agama, jenis kelamin, sebagaimana dijelaskan pada 
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ayat 3, atau dasar-dasar lain yang secara universal 
dikenal sebagai hal yang tidak dapat diizinkan sesuai 
dengan hukum internasional, sehubungan dengan suatu 
tindakan yang disebutkan pada ayat ini atau kejahatan 
dalam yurisdiksi pengadilan; 
i. Penculikan/penghilangan paksa seseorang; 
j. Kejahatan apharteid; 
k. Tindakan-tindakan tidak berkeprimanusiaan lain dari 
sifat yang sama yang secara sengaja menyebabkan 
penderitaan yang besar atau kecelakaan yang serius 
terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik.”17 
 
Jatuhnya korban dari masyarakat sipil membuktikan pelanggaran hukum 
humaniter internasional yang dilakukan oleh para personil PMC tersebut. 
Tindakan kekerasan hingga jatuhnya korban sipil, tidak dibenarkan dalam hukum 
humaniter internasional, karena dalam pengaturannya masyarakat sipil merupakan 
objek yang harus dilindungi bahkan jangan sampai ada korban dari masyarakat 
sipil. Pelanggaran yang dilakukan oleh para personil PMC tersebut dapat 
dikategorikan kedalam crime against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan). 
 
 
2. Tanggung Jawab Mesir Sebagai Negara Penyewa Atas Pelanggaran 
Yang Dilakukan Oleh Personil PMC 
 
Perihal mengenai tanggung jawab Negara, dalam kasus ini menyangkut 
dengan kewajiban Negara yaitu Mesir selaku pihak yang menyewa personil PMC 
atas dampak yang ditimbulkan oleh personil PMC tersebut atau atas pelanggaran 
yang telah ditimbulkan. Sebuah pertanggungjawaban dibebankan kepada Negara 
atas ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesalahan-kesalahan atau 
kerugian yang dapat menimbulkan sebuah tanggung jawab Negara mungkin 
beragam jenisnya, oleh karena itu  suatu Negara bertanggung jawab karena 
melanggar traktat, berkaitan dengan tindak yang dilakukannya, kewajiban-
kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga Negara atau 
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warga Negara lain. Pelanggaran yang dapat menimbulkan kewajiban antara lain 
berupa: (a). suatu tindakan, atau (b). kelalaian.
18
 
Pertanggungjawaban Mesir selaku Negara penyewa dan tempat personil 
PMC beroperasi, memiliki tanggung jawab yang sudah ditulis di dalam 
Montreaux Document, yaitu : 
A. Contracting State … 
4. Contracting states are responsible to implement their 
obligations under international human rights law, 
including by adopting such legislative and pther 
measures as may be necessary to give effect to these 
obligations. To this end they obligation, in specific 
circumstances, to take appropriate measures to prevebt, 
investigate and provide effective remedies for relevant 
misconduct of PMScs and their personil. 
5. Contracting state have an obligation to enact any 
legislation to provide effective penal sanctions for 
persons commiting, or ordering to be commited, grave 
breaches of the Geneva Conventions and, where 
applicable, Additional protocol I, and have an 
obligation to search for persons alleged to have 
commited, or to have ordered to be commited, such 
grave breaches and bring such persons, regardless of 
their nationality, before their own coorts. They may 
also, if they prefer, and in accordance with the 
provisions of their own legislation, hand such persons 
over for trial to another state concerned, provided such 
state has made out a prima facie case, or to an 
international criminal tribunal. 
6. Contracting states also have an obligation to 
investigate and, as required by international law, or 
otherwise as appropriate, prosecute, axtradite or 
surrender persons suspected of having commited other 
crimes under international law, such as torture or 
hostage taking, in accordance with their obligations 
under international law. Such prosecutions are to be 
carried out in accordance with international law 
providing for fair trial, mindful that sanctions be 
commensurate with gravity of the crime 
7. Although entering into contractual relations does not in 
itself engange the responsibility of contracting state, the 
latter are responsible for violations of international 
humanitarian law, human rights law, or other rules of 
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international law commited by PMSCs or their 
personnel where such violations are attribute to the 
contracting states, consistent with customary 
international law, in particular if they are : 
a. Incorporated by the state into their regular armed 
forces in accordance with its domestic legislation; 
b. Members of organized armed forces, groups or 
unots under a command responsible to the state; 
c. Empowered to exercise elements of governmental 
authority if they are acting in that capacity 
d. In fact acting on the instructions of state 
8. Contracting state have an obligations to provide 
reparations for violations of international humanitarian 
law and human rights law caused by wrongful conduct 
of their personnel of PMSCs when such conduct to the 
contracting states in accordance with the customary 
international law of state responsibility 
 
Dalam Konvensi Jenewa 1949 juga diatur mengenai tanggung jawab dan 
kewajiban Negara atas tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran, dalam pasal 49 
konvensi Jenewa 1949 berbunyi : 
“Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasa 
yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi 
perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang-orang 
atau milik yang dilindungi oleh konvensi : pembunuhan disengaja, 
penganiayaan, atau perlakuan tak berkeprimanusiaan, termasuk 
percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja 
penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta 
penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda 
yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan 
dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.” 
 
Peraturan yang sudah tertulis mengenai tanggung jawab Negara dalam 
Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan II, dan Statuta Roma telah 
menjabarkan dan menjelaskan mengenai hukuman-hukuman apa saja yang 
disiapkan bagi para pelanggar hukum humaniter internasional. Bentuk hukuman 
yang diatur didalam ketiga Konvensi Internasional tersebut dapat berupa hukuman 
pidana kepada para pelanggar, tetapi juga dapat berbentuk hukuman perdata 
berupa ganti rugi kepada korban. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab Mesir 
selaku penyewa para personil PMC adalah melakukan penyelenggaraan 
pengadilan yang adil dan terbuka bagi para personil PMC yang terbukti 
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melakukan tindakan pelanggaran berupa tindakan kejahatan terhadap 
kemanusiaan (crime against humanity). Memberikan hukuman yang tegas bagi 






a. Para Para personil PMC yang disewa oleh pemerintah Mesir terbukti 
bersalah atas jatuhnya korban pada masa konflik bersenjata di Mesir, 
ketentuan untuk tidak melakukan penyerangan terhadap warga sipil telah 
diatur di dalam Regulasi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan 
protocol tambahan Konvensi Jenewa bahwasanya masyarakat sipil tidak 
boleh dijadikan sasaran kekerasan militer dan wajib dilindungi. Tindakan 
pelanggaran yang dilakukan para personil PMC di Mesir tersebut dapat 
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against 
humanity).  Penyerangan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata 
menjadi alasan mengapa pelanggaran yang dilakukan para personil PMC 
dimasukan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan, dan status konflik 
di Mesir ketika itu tidak termasuk kedalam konflik internasional 
melainkan konflik non-internasional. 
b. Tanggung jawab Negara dibebankan salah satunya apabila terjadi 
pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi di dalam wilayah 
yurisdiksinya. Mesir dalam kasus yang diangkat dalam hal ini 
bertanggung jawab atas pelanggaran atau dampak yang ditimbulkan oleh 
personil PMC yang sedang bertugas dalam wilayahnya. Secara jelas 
dalam Montreaux Document telah diatur mengenai kewajiban dan 
tanggung jawab Negara apaabila personil PMC tersebut melakukan 
pelanggaran terhadap hukum internasional, tidak hanya dalam Montreaux 
Document, berkaitan dengan para pelanggar hukum internasional baik 
Hukum humaniter internasional atau hukum kemanusiaan juga telah 
diatur di dalam protocol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 dan dalam 
19 
 
Statura Roma diatur mengenai tanggung jawab komandan dan atasan-
atasannya. Selain itu Mesir diwajibakan untuk menyelenggarakan 
pengadilan yang layak bagi para pelaku atau para personil PMC yang 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum Internasional, dan Mesir 
diwajibkan bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi serta ganti 
rugi terhadap korban dari para personil PMC tersebut. 
2. Saran 
a. Dewan keamanan PBB hendaknya segera melakukan pembentukan 
badan pengawas terkait dengan perusahaan penyedia jasa pelayanan 
keamanan atau PMC. Sehingga kemungkinan terjadinya kasus-kasus 
pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh PMC 
dan para personilnya dapat diminimalisir. Dan dalam penyelidikan kasus-
kasus ada baiknya badan pengawas independent tersebut yang 
melakukannya, karena walaupun Negara penyewa berhak melakukan 
penyelidikan ada indikasi kemungkinan tidak melakukan penyelidikan 
secara adil dan jujur.  
b. Pembuatan aturan atau hukum baru bagi para personil PMC ternyata 
belum dikatakan efektif, terbukti masih banyaknya terjadi pelanggaran 
yang ditimbulkan oleh para personil PMC. Tanggung jawab Negara 
sebagai pelaku utama penyewa personil PMC dianggap tidak serius 
menanggapi permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh para personil 
PMC. Dalam pembuatan kontrak kerja untuk penyewaan personil PMC, 
ada baiknya para stakeholder PMC juga memberikan batasan pekerjaan 
yang dilakukan para personil PMCnya, hal ini untuk menghindari 
kewenangan lebih yang diberikan kepada para personil PMC, seperti 
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